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NOMOR :.. 08 TAHUN 2002
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN TERNAK PEMERINTAH
N KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TITHAN YANG MAHA FSA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Nienimbang : a. bahwa dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan peternakan
serta pemerataan pemilikan temak di Kabupaten Lampung timur

pemerintah telah memberikan baniuan ternak kepada peiani ;

b.  bahwa agar bantuvan temak tersebut dapat ferselengeara dengan
baik khususnya dalam usalia peningkatan populasi |, ternak yang
bermutu  baik , meningkatkan produksi ternak , meningkatkan
pendapatan petani, momperiuas kesempatan }\cna scrta untuk
melestarikan sumber daya alam . maka perlv ada Pedoman Umum
Pelaksanaan Ranfuan Ternak Pemerintah vang berlaku untuk
pelaksana kebijakan banluan iemak pemeriniah ¢ instansi ngkup

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ;

¢. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas di pandang periu
menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah

kepada Petani dengan Peraturan  Daerahi  {eintang  Pedoinai
Pelaksanaan Bantuan ternak Pemerintah di KNabupaten Lampung
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Undang - undang Nomer 14 Tahun 1964 tentane Pembentukan

e
-
p—

Provinsi Dati I Lampung {Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor :
24 b=t

95 . Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2688)

o

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1992 Teatang Peinbentukan’

Kabupaten Daerah lingkat 11 Way Kanan , Kabupaten Dacrah
Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madva Dacrah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46 , Tambahan

Lembaran Negara Nomor : 3825) ;

[¥¥]

Undang — Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerinlah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor : 3839) ;

4. TUndang-undang Nomor : 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Peternakan dan Keschatan Hewan { Lembaran
Negara Tahun 190/ Nomm 10),

> 5. PP Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Gtonom ;

6. Peraturan Daerah Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Dacrah I\abupaten Lampung Timur sebagal Dacrah

Otonnm
7 & thmn Daerals Nomor @ 40 Tabun 2000 Tentang Pembentukan

-

()xgamsasx dan Tata Kcua Dinas- Dinas Daerah Kabupaten

Lampung Timur .



Moenctapkan

Dengan  persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAKRAIT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG  PEDOMAN
PELAKSANAAN BANTUAN TERNAK PEMERINATAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR .
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah mi (i maksud dengan :

Daerah adalan Kabupaien ampung Timur,

Kenpala Daerah adalah Bupati T.ampung Timur;

Waxil Kepala Daerali adalah Wakil Bupati LampungThuur ;
Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung

.
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Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan XNabupaten
Lampung Timur '

Ternak adalah ternak sebagai dimaksud didalam Undang ~Undang
Nomor : 6 tahun 1967 ;

Ternak pemerintah  adalali  termak  nulik pemermtali baik
Pemerintal Pusat maupun Pemerintah Daerah vang ada di
{abupaten Lampung Timur |

Petani adalah petani yang sudah memelihara atau akan
memelihara ternak ;

Penerima temak adalsh pelani yang berdasarkan suatu peyjanjian

“tertentu memelihara ternak Pemerintah

Penyebaran kembali ternak (redistmibusi) adalah penycbaran
keturunan ternak yang dipelihara oleh petani sebelumnya kepada
petani yang lain ;

Ternak steril adalah temak jantan atau betina yang telah dipelihara
oleh penerima ternak selambat - lambatnya 18 bulan dan ternyata
mutiak tidak dapat menghasiikan keturunan sctelah diadakan
pemeriksaan oleh ahli yang ditunjuk ;

Penggemukan ternak adalah pemecliharaan ternak yang tidak
dikembangbiakan atau ternak steril untuk dijadikan termak potong;
Ternak Pejantan adalah termak jantan yang dipunakan untuk
mengawini temak betina (Pemacek) .

Pasal 2

Banluan lemak pemeriniah kepada petami dilakukan  dengan
maksud mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikans
ternak dan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi
hasil ternak serta meningkatkan pendapatan petani ;

Bantuan ternak diberikan oleh pemerintai kepada petani dengan
suatu ikatan bahwa dalam jangka waktu tertentu pencrima ternak
wajib menyerahkan sebagian keturunannyan atau sebagian dari
pertambahan berat badan ternak yang digemukican atau imbaian

dalam bentuk lain ;
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Kewajiban vang di bebankan kepada petani sebagai di maksud
pada ayat (2) pasal ini tidak bolch bertentangan dengan pasal 17
Undang-UIndang No.6 tahun 1967 .

Pasal 3

Bantuan ternak oleh pemerintah kepada petani dapat bersumber
dari dana alokasi Pemerintah Pusat, APBD dan dana lain-lain.

Pasal 4

Bantuan ternak oleh pemerintah terutama diberikan diwilayah
yang masih jarang tornak  kepada petand yang belum memilikd
ternak sepanjang vang bersangkutan memenuhi syarat-syarat
tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

Keturunan ternak berjenis kelamin betina vang baik untuk
dikembangbiakan dari hasil penyerahan ternak sebagai dimaksud
pada ayat (2) pasal 2 Surat Keputusan ini oleh pemerintah
cq. Dinas Peternakan digebarkan kembali kepada petani lain
vang memenuhi syarat ;

Keturunan ternak berjenis kelamin jantan yang tidak digunakan

. sebagai pejantan , hasil penggemukan ternak sebagai dimaksud

pada ayat (2) pasal 2 Surat Keputusan ini. Ternak- ternak yang
karena suatu hal dipotong paksa. ‘Lernak -ternak vang steril seita
ternak ~ tornak betina yang tidak momenuhi syarat untuk
dikembangbiakan dijual dan hasilnya merupakan pendapatan
daerah yang harus disetor sebagai pendapatan di Inar pajak ;

Tata cara penjualan ternak seperti tercantum pada ayat (2)
pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

BABII
JENIS DAN JUMELAH TERNAK BANTIIAN

AN - i

Pasal 6

Jenis ternak bantuan yang diberikan kepada petani dapat berupa
sapi ketbau | kambing , domba , babi dan ternak lain yanp akan
ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten
Lampung Timur;

Ternak bantuan tersebut pada ayat (1) pasal in1 diberikan kepada
pelani dalam beniuk pakel iemak belina yang dikernbangbiskan
dan atau paket ternak pejantan atau paket ternak vang digemukan ;
Jumlah , jenis , kelamin umur ternak masing —~ masing paket
adalah sebagai berikut : )
a. 1 (sau) paket ternak betina yang di kembangkan dapat
berupa :

Seekor sapi uvmur 1,5 s.d 2 Th dan siap kawin atau

2. Seekor kerban wmur 2s.d2,5 Th dan siap kawin atau
3. Seekor kambing umur 8§ s.d 12 Bln dan siap kawin atau
4
a

—d
1

. Seekor domba wmur §s.d12 Bln dan siap kawin atay
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b. 1 (satu) paket ternak pejantan dapat berupa :

1. Scekor sapi wmur 2s.d3Th dan siap kawin atau
2. Seekor kerbau umur 2s5.d2,5 Th dan siap kawin atau
3. Seckor Kambing umur 8 s.d 12 Bln dan siap kawin atau
4, Seekor dombaumur 8s.d 12 Bin dan siap kawin atau
5. Seckorbabi umur 1 Th dan siap kawin

Khusus mntuk ternak kambing | domba dan babi pemberian paket
kepada setiap petani sekurang — kurangnya 2 (dua) paket ternak
betina yang di kembang biakkan ;

Paket ternak pejantan hanya dapat diberikan kepada petani yang
mencrima paket ternak betina yang dikembangbiakkan

Ternak pejantan sebagai di maksud pada ayat (5) pasal ini di
gunakan untuk mengawini lemak betina yang di pelihara oleh
petant vang bersangkutan serta ternak - ternak betina lain vang ada
di lokasi penyebaran ;

BAB I
PEMILIIAN DAN PERSYARATAN
CALON PENERIMA TERNAK

Pasal 7

Pemilihan petani calon penerima ternak untuk masing — masing
wilayali di lakukan oleh  Dinas Peternakan Kabupaten Lampung
‘limur setelah melalui tahap identifikasi dan penyiapan ;
Syarat — syarat umum pctani calon pencrima ternak adalah :
a. Mempunyai tempat tinggal yang tetap .

. Bukan pengusaha . '
¢. Sudah berkeluarga dan lidak menggantungkan hidupnya

kepada orang tua atau orang lain .

d. DBerbadan schat .
e. Berkelakuan baik .
Syarat-syarat teknis dan tata cara untuk mendapatkan ternak
bantuan akan diatur Iebih lanjut oleh Dinas Peternakan Kabupaten
Lampung Timur.

BAB1Y
PENYEBARAN TERNAK BANTUAN

Pasal ¥

Penyerahan ternak bantuan sesuai dengan vang dimaksudkan pasal
3 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur
sesual dengan kelenluan - kelentuan didalam Sural Kepuiusan ini
dan peraturan lain yang berlaku.

Pagal 9

Penyerahan termak dalam rangka penyebaran ternak sebagai
dimaksud pada pasal 8 Surat Keputusan ini. Dilakukan dengan
suatu Surat Perjanjian yang dibuat diatas kertas bermeterai dan di
tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petani dan Dinas

~ Peternakan Kabupaten Lampung Timur ;
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Tatacara pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian
scbagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini serta bentuk formalnya
akan diatur lebih lanjut oleh DNinas Peternakan Kabupaten
Lampung Timur,

BAB V
HAX DAN KEWAJIBAN

PENERIMA TERNAK BANTUAN

Pasal 10

Hak pencrima ternak bantuan adalah scbagai berikut :

a.
b.

d.

Menerima hak sesuai dengan perjanjian ;

Memiliki ternak bantuan yang diterimanya dan sebagai hasil
lernak seielah melunasi kewajiban pada ayal (1) huruf e |
Memanfaatkan tenaga ternak vang dipelihara dalam batas —
batas tertentu ;

Memantaatkan pupuk kandang hasil temak vang dipeliharanya

Kewajiban penerima ternak bantuan adalah :

a.
b.
c.

[

Menandatangani perjanjian bantuan ternak ;

Memelihara ternak yang diterimanya dengan baik ;

Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh
Petugas Dinas Peternakan yang berwenang

Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap termnak yang
dipelihara dalam waktu yang secepat — cepatnya ;
Menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak
yang dipclihara scsuai dengan perjanjian

Menanggung resiko ternak vang dipeliharanya sesuai dengan
ketentuan yang berlalo.

Pasal 11

Kewajihan menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil
ternak yang dipelihara sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf e.
pasal 10 Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut :

a. Paket ternak betina yang dikembangbizakan :

1. Seekor sapi dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun
penerima ternak bantnan harus menyerahkan keturunan
nya sebanyak 2 (dua) ekor umur 1,5 s.d 2 tahun
vaitu pada tahun ke 3 dan ke 4 atau ke 5

Seekor kerbau, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun

penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunan

nya scbanyak 2 (dua) ckor umur 2 s.d 2,5 tahun , yaitu

"pada tahun ke 4 dan ke 5 atau ke 6 ;

3. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
penerima lernak banluan harus menycrahkan kelurunan
nya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8 s.d 12 bulan , yaitu
pada bulan ke 18 dan ke 24 ; '

4. Seekor dombha, dalam jangka waktu 2 ( dua) tahun

penerima bantuan ternak harus menyerahkan keturunan

nya sebanyak 2 {dua) ekor umur 8 s.d 12 bulan , yaitu
pada bulan ke 18 dan ke 24 ;

Seekor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima

termak  bantman  harus menvcrahkan keturunan nya

sebanyak 2 (dua) ckor umur 1 (satu) tahun yaitu pada

tahun ke 2.

b2

U
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b. Paket Ternak Pejantan :

d.

1.

b

_()1

Seckor sapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
penerima ternak bantuan harus menyerahkan keturunan
aya sebanyak 1 (satu) ekor umur 1,5sd2 tahun
yaitu pada tahun ke 5;

Seekor kerbau , dalam jangka waktu 6 (enam ) tahun
penerima temak bantuan harus menyerahkan keturunan
nya sebanyak 1 (satu) ekor wumur 2 s.d 2,5 tahun ,
yaitu pada tahun ke 6

Seckor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
ternak  bantuan  harus menyerahkan  ketwunan nya
sebanyak 1 (satu)ekor umur § s.d 12 bulan, vaitu pada
tahun ke 2 ; :

Seckor domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
penerima ternak bantan harus menyerahkan keturunan
nya scbanyak I (saiu ) ¢kor umur 8 s.d 12 bulan yaiiu
pada tahun ke 2 ;

Seckor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penerima
ternak  bantuan harus menyerahkan keturunan nva
sebanyak 1 (satu) ekor umur 1 (satu) tahun yaitu
pada tahun ke 2. -

Paket ternak yang digemulkkan :

Penerima ternak bantuan wajib menyerabkan berat badan
awal ditambah 30% dari pertambahan berat badan selama di
pelihara , dalam jangka waktu sebagai berikut :

L

s

Sapi 6 s 18 bulan
Kerbau 6 s.d 18 bulan
Kambing 6 s.d 12 bulan
Domba 6 s.d 12 bulan
Babhi 6 s.d 12 bulan

Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian ternaknya
steril atau karena scsuatu hal terpaksa harus dipotong,
penerima paket wajib menyerahkan termak vang bersangkutan
lkepada pemerintah dengan ketentuan jika terdapat dinyatakan
stertl / majic penerima ternak bantuan yang bersamgkutan
mendapat bagian 25% dan nilai penjualan ternak tersebut .

Tata cara pelaksanaan penyerahan ternak bantuan pemerintah
scbagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh
Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasai 12

Dalam hal paket ternak betina untuk dikembang biakkan , apabila
ternak vang dipelihara oleh penerima ternak bantuan mati | steril ,
hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau
kelalaian  penerima termak , maka penerima ternak yang
bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak
yang bersangkutan dan mendapat prioritas penggantian ternak
vang lain, dengan ketentnan :

x
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BAB VIl
REDISTRIBUSI KETURUNAN TERNAK

Fasal 16

Keturunan ternak yang disetorkan oleh penerima bantuan ternak
kepada pemerintah Cq. Dinas Peternakan selanjutnya disebarkan
kepada petani;

Keturunan ternak yang disebarkan kepada petani sebagai di
maksud pada ayat (1) pasal ini meliputi
»  Sekurang-kurangnva 90% keturunan ternak betina hasil
penycerahan dari pencrima ternak  bantuan  vyang
memenuhi syarat untuk dikembang biakkan;
= Sekurang — kurangnya  10%  dann seluruh jumlah
kelurunan janlan yang discrahkan oleh penerima termak
bantuan kepada pemerintah dan memenuhi syarat sebagai
pejantan. '

Sisa hasil seleksi pada huruf a. dan b, ayat (2) pasal ini dapat
= Disebarkan kepada petani lain untuk digemul:kan atau ;
= Dijual atau;

* Di gunakan untuk keperiuan lain vang bersitat iimiah .
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Jawab atas pengawasan lerhadap pelaksanaan  bantuan  lermak

pomaorintab
{ ;

Tala cara pengawasan tersebut pada avat (1) pasal ini ditetapkan
olsh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timwur,

BAB IX
KETENTLUAN PERALTHAN

Pasal 18

Semua ketentuan yang mengatur bantuan tornak pomerintah
kepada petani vang isinya bertentangan dengan dan dikeluarkan
sebelum keluamya Peraturan Daerah ini di sesuaikan dengan
kelentuan-ketentuan dalam Peraluran Dacrah ini ;

Surat Perjanjian pemberian ternak Pemerintah yang sudah ada
dan sedang berjalan sebelum di keluarkannya Peraturan Daerah
ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban didalam Sarat
Perjanjian selesai dilaksanakan .

Segaia sesuatu yang belum di atur dalam Peraturan i akan di atur
kemudian sepanjang berkenaan dengan aturan pelaksanaannya

oleh Bupati Lampung Timur .



AR X
PN TP
[7asal 19
flal - hal vang belum cukup di awr daiam Pegmuran Lacrah ini
separaang mengenat pelaksanaanva akan di afur Icbih fangut oleh

Nenals Daenhy
Pasal 20

Peratuvan Daerah ini mulan berlaku pada tmggal & Undangkan
agar  selisap  orang  dapat  mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan Dacrah inl dengan penempatonnya dalam

Fembaran Naerah Kabupaten Fampung Timur .

Di tetapkan di oS ulkadanay
pada Tanggal L oS Marcd 2002

/% oo BUPATI LAMPUNG TIMUR,
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Disetujui Oleh : DPRID Kabupaten Lampung Thimur
Drengai s Keputusan Momor ;. n8/2002. .
Tanggal : Oh Maret 2002
Dandanekan di Sukadana

pada tanpoal : 18 Mdret 2002

. b e
! N Ve //://C((;}/ -

. SATONO. SHSP, .
“Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
FAHUN 2002, NOMOR: ).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
| NOMOR : 00 TAHUN 2002
- TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN BANTUAN TERNAK PEMERINTAH
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Berdasarkan Undang — undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintan Nomor . 25 Tahun 2000 Tentang Kewenagan
Pemerintah dan Kewenagan kemandirian senagai daerah otonom . Hal ini berarti terjadi
kemapdirian dalam pembiayaan organisasi pemerintahan . Dimana kemajuan dan suksesnya
pembangunan daerah sangat tergantung dari bagaimana suatu daerah mengurus rumah tangga
pemerintahannya sendiri. Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Timur di bentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor : 40 Tahun 2000 , sebagai bagian dari peiaksanaan pemerintah
daerah , berkewajihan menvelenggarakan roda pemerintahan . Untuk terwujudnya kesehatan
Pembangunan Peternakan maka Dinas Peternakan Kabupaten lampung Timur di antaranys

melaksanakan program Felayanan baniuan Ternak Femerintan .

Tujuan menyelenggarakan bantuan ternak pemerintah adalah untuk usaha peningkatan
popuiasi temak yang bermutu baik , meningkatkan produksi ternak |, imeningkatkan penda
petani , memperluas kesempatan kerja serta untuk melestarikan sumber daya alam

Dengan di terbitkannya rPeraturan Daerain ini di harapkan dapat memiberikan keielasan
baik bagi pemerintah daerah selaku pemberi bantuan ternak maupun bagi petar: sesaga:
penerima bantuan ternak . Melalui usaha penyelenggaraan bantuan ternak pemernnizh | g2
di harapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejatraan petani pada kKhususnve dan desat
memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masvarakat pada umumnya di samping seszca.
sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur

Pasal demi pasal :

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 - :Cukup jelas
Fasal 3 . Cukup jelas
Pasal 4 - Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1) . Penyebaran ternak dari satu petani ke petani  berikutnyz
merupakan usaha untuk memperluas kesempatan kerja dar
perolehan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan parz
petani .
a Pasal 6 . Cukup jelas
Pasal 7 ayat {1) . Cukup jelas
ayat (2) . Syarat —syarat umum untuk menjadi petani calon peneriTz
di maksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penyebara~
termalke bantuan pemerintah, sehingga dari kreteria ini benar —
benar dapat di berikan pada orang — orang yang membutuhixa-
ayat (3) . Cukup jelas
Pasal 8 - Cukup jelas
Fasal S ayal (1) . Surat perjanjian yang di maksud, adalah untuk mempersozt
Pelaksanaan penyeienggaraan ternak bantuan pemeriria-
sehingga kedua belah pihak ( Petani dan pejabat ) dza~
melaksanakan kewajiaban dan haknya sebaik — baikiya .
ayat (2) . Cukup jelas
Pasal 10 s/d 19 : Cukup jelas

TAMBAIIAN LEMBARAN DAERAII NOMOR : 46




